PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR ; 44 TAHUN 202

TENTANG

TRAYEK FEEDER ANGKUTAN PARIWISATA DI KABUPATEN MAROS

Menimbang :a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
Maros Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Maros 2022-2025,
diperlukan pengembangan sarana dan prasarana publik pada
lokasi dan jalur sesuai dengan kebutuhan destinasi dalam
rangka strategi pembangunan kepariwisataan Daerah;

bahwa untuk menopang kualitas pelayanan angkutan wisata
pada Kawasan Pariwisata Strategis bagi masyarakat yang
memadai, mudah dan murah di Kabupaten Maros, perlu ada
konektivitas antara moda transportasi dengan feeder yang
menghubungkan dengan objek wisata yang ada di Kabupaten
Maros;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Trayek Feeder Angkutan Pariwisata di
Kabupaten Maros;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6760);



Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856};

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5871);
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Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen
Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5221), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642},
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5229);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5317), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5468), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5594), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642};
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan



Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2022
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Kabupaten Maros 2022-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Maros Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRAYEK FEEDER ANGKUTAN
PARIWISATA DI KABUPATEN MAROS.
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Maros.
Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perhubungan.

6. Trayek adalah Lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa
angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan
tetap, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.

7. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke
tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

9. feeder adalah angkutan pengumpan yang bertugas mengumpulkan

penumpang untuk disalurkan khusus ke angkutan trayek tertentu.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengaturan trayek

feeder angkutan parawisata di daerah.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. terciptanya konektivitas antara moda transportasi dengan feeder
angkutan wisata vang ada di Kabupaten Maros; dan

b. tersedianya sarana pendukung layanan jasa transportasi wisata bagi
masyarakat yang aman, nyaman dan memenuhi standar pelayananan

minimal.

BAB III
JALUR TRAYEK DAN JENIS ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Jalur Trayek
Pasal 3

Trayek angkutan Feeder Parawisata yang ditetapkan meliputi:

a. trayek Stasiun Rammang - Rammang, - Dermaga I Rammang -
Rammang, - Kolam Permandian Doly (Bunga Eja), - Taman Prasejarah
Leng-Leang, - Taman Wisata Bantimurung;

b. trayek Stasiun Mandai, - Pantai Kuri; dan

c. trayek Stasiun Mandai, - Hutan Pinus (Tala-Tala), - Air terjun
Pung bunga.

Jalur Trayek sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a melalui Stasiun

Rammang — Rammang, Ruas Jl. Salenrang - Boto Lempangan, Ruas JL

Botolempangan - Bonto Kappong, Ruas Jl. Pakalu - Soddangge, Ruas Jalan

Maros — Bantimurung, Ruas Jl. Mariri - Bantimurung.

Jalur Trayek sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b melalui Stasiun

Mandai, Ruas Jl. Pattene — Matana, Ruas Jalan Pattene Kuri.

Jalur Trayek sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf ¢ melalui Stasiun

Mandai, Ruas Jl. Bulu-bulu- Takkalasi, Ruas Jl. Makassar — Maros, Ruas Jl.

Batangase - Carangki, Carangki — Puca , Sakeang — Puca, Sabantang -

Masale, Masale — Tombolo, Tombolo - Damma, Damma — Bontosomba.



Bagian Kedua
Jenis Angkutan
Pasal 4

(1) Jenis angkutan yang digunakan untuk melayani trayek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan mobil feeder wisata.

(2) Jumlah angkutan yang digunakan untuk melayani trayek sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan berdasarkan kajian

yang ditentukan oleh Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Beirta Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 18 Aeustus 2023

&

BUPATI MAROS,

A. S.LCHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 10 Aéaustus“ 0432

SEKRETARIS DAERAH,

. DAVIED SYAMSUD

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 4&



